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TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

a.

WALIKOTA SAMARINDA,

bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber
Pendapatan Asli Daerah yang diupungut guna
membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan
Pembangunan Daerah serta meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat, dalam rangka mewujudkan
Otonomi Daerah yang nyata dan dapat dinikmati
seluruh  lapisan =~ masyarakat  serta  dapat
dipertanggung jawabkan ;

bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang
mengatur Pajak Daerah yang telah ada sebelum
Undang-undang  tersebut  diberlakukan, perlu
dilakukan penyesuaian ;
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Mengingat

L

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk
Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak
Daerah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah
Tingkat 1T di Kalimantan sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
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10.

11.

Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161 );

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179 );

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010
tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasioanal
yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010
tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional
yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan;

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun
2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
di  Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 06).

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah(Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun
2009 Nomor 11).
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
Dan
WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

L.

2.

3.

hdl

Daerah adalah Kota Samarinda.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai
unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan
bersama Kepala Daerah.

Walikota adalah Walikota Samarinda.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda.

Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris
Daerah Kota Samarinda.

Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan
Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda .
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang
selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Samarinda.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan
Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Samarinda.

Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Samarinda.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseron lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk usaha
apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan,
Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik,
atau organisasi lainnya, lembaga yang dibentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan
termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang
mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata,
pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos
dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang sediakan oleh
restoran.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan
dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, Kkafeteria,
kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau katering,
Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
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